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Abstrak
 

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang

didasarkan pada ketentuan dalam UUD Pasal 23. Dalam pemenuhan penerimaan negara dari sektor pajak ini

selain dari wajib pajak dalam negeri juga diperoleh dari wajib pajak luar negeri yaitu para pihak yang tidak

didirikan di Indonesia namun mempunyai aktifitas ekonomi atau kegiatan usaha di Indonesia. Dalam hal ini

salah satunya adalah bentuk usaha tetap, yang merupakan wajib pajak luar negeri dengan kewajiban

perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri, dalam arti seluruh kewajiban perpajakan

terhadap wajib pajak dalam negeri dikenakan pula terhadapnya, misalnya kewajiban PPh Pasal 25/29, PPh

Pasal 21 serta PPN/PPn BM.

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan wajib pajak yang diatur berdasarkan ketentuan perpajakan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara darimana bentuk

usaha tetap itu berasal atau negara dimana BUT didirikan (berbadan hukum), kecuali tidak terdapat P3B

atau tidak diatur dalam P3B maka menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

Pengenaan pajak atas BUT didasarkan yurisdiksi yang telah ditentukan dalam P3B tersebut. Namun

demikian masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang mungkin akan dapat menimbulkan perbedaan

pandangan dari negaranegara yang merasa bahwa pengenaan pajak merupakan haknya, atau terdapat hutang

pajak yang menjadi tunggakan BUT sementara BUT sudah berakhir atau kewajiban pajaknya berakhir,

namun secara administrative belum berakhir.

Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau atau dipertegas

dalam suatu perundang-undangan perpajakan dan bagaimana peranan hukum dimasa yang akan datang

dalam penegakan hukum di Indonesia serta guna memenuhi penerimaan negara untuk kesejahteraan

masyarakat tercapai.
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